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KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 161 /T.ep.21 1 -8"'g aosf Zelz

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NoMoR 561/Kep.1 540-Bangsos/201 1 TENTANG upAH MtNtMUM

KABUPATEN/KOTA DI JAWA BAMT TAHUN 2012

Menimbang

Me4gingat

' .  a.

GUBERNUR JAWA BAMT,

bahwa upah, Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan
pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempJ'timbangkan
produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan uslha yang paling tioat
mampu atau marginal, telah ditetapkan berdasarkan Kefutusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1s40-Bangsos/2011
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakl-rir dengan (eputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. '1 593-Bangsos/20i1 ;
bahwa Peryrerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan perubahan
besaran upah Minimum Kota Bekasi sebagaimana dinyatakan dalam
R_eko mendas i Bupati Bekasi Nomo r s6o I oT 2l Dl s NAKE Ri t t zo l2 tan g ga I
27 Januari 2012 perihal Rekomendasi penetapan Kelompok l6iis
usaha dan Besaran Nilai UMI(UMSK Kabupaten Bekasi rahun 2012;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2O1Z:

undang-Undang Nomor 11 Tahun 1gsO tentang pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli
1950) io. Undang-Undang Nomor 20 rahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Niegara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberafa kali, terakhir
deng.an undang-undang Nomor 29 Tahun 2oor tentang pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus ilbukota Jakarta sebagai lbukota Negara
Kesatuan Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik Indonlsia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor i\z, Tambahan Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Nomor 401 0);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 Nomor- 39
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor q27g):

b .

c.

:  1 .

2.



2

3' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ao4 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tah"un zao| Nomor 1zs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-
Undang Nomor 12 rahun 200g 

' tentang 
perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 ten"tang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara, Republik lndonesia taiun 2008 Nomor sg,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tg rahun 200s tentang pedoman

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonlsia ijhrn 200s Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 45g3);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oo7 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran tt"gr*
Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor g2, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor aftD;

6. Keputusan presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan;

7. Peraturan Menteri.Tenaga Kerja Nomor per-01/Men/1gg9 tentang Upah
Minimum sebagaimana telah diubah cengan Keputusan ilenteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor rceb.zzo-rrneni200O tentang
Perubahan Pasal;pasal 1, 3, 4, g, 11,20 dan 21 peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor per-01/Men/1ggg ientang Upah Minimum;

B. Peraturan Menteri renaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per.17l
vlll/2005 tentang Komponen dan pelaksanaan iahapan pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

9. Keputusan Menteri renaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
231lMenl2003 tentang Tata cara penangguhan peraklanaan Upah
Min imum;

10'Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah provinsi
Jawa Barat rahun 200g Nomor g seri D, Tambahan Lembaran Daeran
Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

1 l .Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1s40-Bangsos/201 1
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat rahun 20i2
s_ebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor sdi lxep. ' t583-Bangsos/2011 tentang
Perubahan Ke_dua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
56'1/Kep.1540-Bangsos/201 1 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
di Jawa Barat Tahun 2012;

l2.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.106-Bangs osr2012
tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa gnakti Tahun
2012-2015:

Memperhatikan:  1 . surat Dewan 
_ 

pengupahan provinsi Jawa Barat Nomor
13/Depeprovlxllzell tanggal 14 November 2011 perihar Rekomendasi
Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat tentang iirrrrr rahun 2012;
surat Dewan pengupahan provinsi Jawa Barat Nomor
1S/Depeprovlxll2}ll tanggar 17 November 20.1 1 perihar Rekomendasi
Dewan Pengupahan Frovinsi Jawa Barat tentang LMr rahun 20nt 

-

2.



3.

4 .

5.

6.

Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor
18/DepeprovlXll2}ll tanggal 19 November 201 1 peflitat Rekomendasi
Dewan Pengupahan ProvinsiJawa Barat tentarry UMK Tahun 2,012;
Surat ilenrvan Pengupahan Provinsi ..lawa Barat Nomor
19/Depep;ravlXll2011 tanggai 21 Novemb, 'i11 perihal Rekomendasi
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat l ,  i ; rg UMK Tahun 2A12;

Surat Dewan Pengupahan Provinr,, Jayva Barat Nomor
2O/DepepravlXll2}ll tanggal 24 Novernr,,' i 2011 perihal UMK Kota
CimahiTahun 2012;

Surat Dewan Pengupahan Provin, '  Jawa Barat Nomor
20/DepeprovlXll?lll tanggal 24 Novemi,,,r 2011 perihal UMK Kota
Cimahi Tahun 2012;

Surat Dewan Pengupahan Provini,; Jawa Barat Nomor
24lDepeprov/Xl/2O11 tanggal 30 Novembtr ":011 Hal Perubahan UMK
Kota Bekasi Tahun 2012;

B. Surat Dewan Pengupahan Provinl;i Jawa Barat Nomor
02/Depeprovlll2012 tanggal 27 Januari ;it)12 Hal Perubahan Besaran
Nilai UMI(UMSK Kabupaten Bekasi Tahurr 

'2012;

9. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) BupatiAValikota se-Jawa Barat;

10. Rekomendasi Walikota Cimahi Nomor lit i1R939/ Disnakertranssos
tanggal 21 Nopember 2011 perihal ["iencabutan Surat Nomor
561l37z5lDisnakertransos tentang Rekonrirndasi Upah Minimum Kota
(U[\IK) Kota Cimahi Tahun 2012 dan R*komendasi Kedua tentang
Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi Tahun ?.012.

1 1, Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor 560/3090.AJDlSNAKER/X|/2O1 1
tanggal 23 November 2011 tentang Revisi  Upah Minimum Kota Bekasi
Tahun 2012. dan Rekomendasi Walikota Bekasi
560/31O2/D|SNAKERiX|i20ll tanggal 24 November 2011 tentang
Pencabutan Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor
560/2980/DlSNAKERlXll20ll tertanggal 14 November Tahun 2011
tentang Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2012;

12. Rekomendasi Bupati Bekasi Nomor 56O|072|DISNAKERlll2012
tanggal 27 Januari 2012 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok
Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi Tahun
2012:

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561/Kep.1540-
Bangsos/20l1 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA Dl JAWA
BARAT TAHUN 2012,

Mengubah ketentuan mengenai upah Minimum Kabupaten Bekasi per
bulan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomorl 561/Kep.1 540-Bangsos/201 1 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, t{r'akhir ciengan dengan Keputusan Gubemur Javya Banat it ';, irir.,i
i i61/KCp,1583-tsangsos/20'i i tentattg Ferubahan Keclua ateis !i.qtx;r)'r.;i, ': i;\.
Gubernur Jawa Barni Nornor 56i1K.ep.1540-Bangsos/Zi11! ' i,.::q'u,:rii: i l i1;r;,;1,
i\r'linirTluni Krri,'upatet,,{i'ietn ,Ji ..ls'r.va Earat Tartit:n tlii'}., lr':;u:r.r.;r;l'i\n;.,.ri {.,,ii^t.J.is
riCIn"lrrr i.l rt"i l,,.lel, s*ba'J * i l.r* nli.u i :

7.

Menetapkan

KESATU
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24. KABUPATEN BEKASI

A. Upah Minirnum Kabupaten Rp.  1 .491.000.00
B. Upah,Minimum Kabupaten untuk Kel)mpok Rp.  1 .849.000,00

Kel. Jenis Usaha
Deliinisi UMSK Merujuk
Kepada KBLI Tahun

2005
Kode Judul/Deskripsi

11 Pertambangan dan Jasa
Pertambangan Minyak
dan'Gas Bumi

1110 Pertambangan
Minyak dan Gas
Bumi, serta
Pengusahaan
Tenaga Panas
Bumi

1120 Jasa
Pertambangan
Minyak dan Gas
Bumi

15 Industr i  Minuman 155'1Industr i  Minuman
Keras

I  C3J Industri Malt dan
Minuman yang
mengandunq Malt

21 Industri Kertas,, Barang
dari kertas dan sejenisnya

2101 Industri Bubur
Kertas, Kertas
dan KartonlPaper
Board

24 Industri Kimia dan Barang-
barang dari Bahan Kimia

2411 lndustri Kimia
Dasar kecuali
Pupuk

2422 Industri
Pernis,

Cat,
dan Lak

2423 Industri Farmasi
(skala besar)

2424 Industri Sabun
dan Bahan
Pembersih
Keperluan
Rumah Tangga,
Kosmetik dan
Sejenisnya
(perusahaan
multinasional)

25 Industri Karet dan barano
dari Karet ;)

2511 Industri Ban dan
Vulkanisir Ban

2512 lndustri Karet
251 I Industri Barang-

barang lain dari
Karet, kecuali
25199 (industri
barang-barang
dari karet yang
belum termasuk
25191 dan 25192)





tiifigl,H
WIrdi

3230 Indusbi Radio,
Televisi, Alat-alat
Rekaman Suara
dan Gambar dan
sejenisnya

34 Industri Kendaraan
Bermotor

3410 Industri
Kendaraan
Bermotor Roda
Empat atau lebih

3420 lndustri Karoseii
Kendaraan
Bermotor Roda
Empat atau Lebih

3430 Industri  Komponen
Kendaraan
Bermotor Roda
Empat atau Lebih

35 Industri Alat Angkutan
selain Kendaraan Bermotor
Roda Empat atau Lebih

3591 lndustri
Kendaraan
Bermotor Roda
Dua dan Tiga
serta
Komponennya

40 Listrik, Gas. Uap, dan Air
Panas

401 0 Ketenagalistrikan

45 Konstruksi 4521 Konstruksi
Gedung

4522 Konstruksi
Bannr rnan  S i

lc Upah Minimum Kelomook l l Rp. 1 .715.000.00

Kel. Jenis Usaha
DefinisiUMSK Merujuk
Kepada KBLI Tahun

2005
Kode JuduUDeskripsi

l l 15 Industri  Makanan dan
Minuman

15112 Industri
pengolahan dan
pengawetan

daging (Non
Usaha Mikro dan
Kecil)

1541 Industri Roti
sejenisnya
Usaha Mikro
Kecil)

dan
(Non
dan

15432 Industri makanan
dari coklat dan
kembang gula
(Non Usaha Mikro
dan Kecil)

1544 Industri Makaroni,
Mie, Spagethi,
Bihun, So'un dan
sejenisnya (Non
Usaha Mikro dan
Kecil)



Industri Minuman
dalam Kemasan

lndustri Tekstil lainnyA
Khusus Usaha Pembuatan

Industri yang
menghasilkan
kain Pita (Fabric
Narrow), Khusus
Usaha
Pembuatan

Industri penerbitan
Percetakan dan reproduksi
Media Rekaman
Industri Kimia dan Barang-
barang dari Bahan Kimia
Industri Karet, Earang dan
Karet dan Barang dari

Industri Barang
dari Plastik

lndustri Sarang--Gah'an

Industri baftan
bangunan dari
tanah liaVkeramik
selain batu bata

Industri Barang ddri Logam
kecuali Mesin dan
Peralatan lainnya

Industri Tangki,
Penampung Zat
Cair  dan
Kontainer dari

lndustri
Penempaan,
Pengepresan dan
Penggulungan

lndustri Alat-alat
Pertanian,
Pertukangan,
Pemotong dan
Peralatan Lainnya

Industri Barang
Logam yang tidak
diklasifikasikan di

Industri Mesin dan

Industri Motor
Listrik, Generator
dan Transformator

Industri Mesin Listrik lainnya
dan Perlengkapannya

Jasa Industri untuk i
Berbagai
Pekerjaan
terhadap
dan

Khusus
Logam

barang-
dari am i

Industri Peralatan
Pengontrol dan
Pendistribusian
I  i ^+ . iL

3120
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31 30 Industri Kabel
Listrik dan
Telepon

3140 Industri
Akumulator Listrik
dan Batu Baterai

31 50 Industri Bola
Lampu Pijar dan
Lampu
Penerangan

31 90 Industri Peralatan
Listrik yang tidak
diklasifikasikan di
temoat lain

32 Industri Radio, Televisi dan
Peralatan Komunikasi serta
Perlengkapannya

3210 Industri Tabung
dan Katup
Elektronik serta
Komponen
Elektronik lainnva

33 Industri Peralatan
Kedokteran, Navigasi, Alat
ukur, Optik, Jam dan
Lonceng

3320 Industri Instrumen
Optik dan
Peralatan
Fotoqrafi

369 Industri Pengolahan
lainnya

3692 Industri Alat-alat
Musik ikecuali
tradisional)

3694 Industri alat
permainan dan
mainan anak-
anak skala besar
dan ekspor

5 I Daur Ulang 3710 Daur Ulang
Barang-barang
Loqam

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2? Januart 2012

GUBERNUR JAWA BAMT.
it\,.

YAWAN
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